BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan

Mengingat :

1.

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Sampah serta untuk menjamin
terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan
berwawasan lingkungan perlu menetapkan kebijakan dan
strategi pengelolaan sampah di Kahupaten Sumbawa ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor .18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,




Menetapkan:

10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059j);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038});

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); |

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan
dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2016 — 2021,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa ,
Bupati adalah Bupati Sumbawa

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sumbawa yang
berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa .
Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam wilayah administrasi
Kabupaten Sumbawa

Pemerintah Kelurahan adalah lurah yang dibantu oleh perangkat
kelurahan dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan
penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayahnya.

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan secara terpadu
dan berkelanjutan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun
sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-
hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga
yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya,

Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster,
apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha
perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan
untuk kepentingan nasional/berskala nasional.




17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

’é‘:rn:li:lt t?:kn;igz:nh/;'z:zge}};{ ;:nm:ogfa adalal'f wadah penampungan sampah yang
g/keranjang sampah.
::ffeeski)n;la?b Zi:;ah adalah kefgiata:m yang sistematis, menyeluruh, dan
yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan
penanganan sampah.
Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST,
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran
ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampabh.
Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah
satuan Kkerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
Komunitas Peduli Sampah (KPS} adalah lembaga atau organisasi yang
dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam
menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang
berwawasan lingkungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga di Kabupaten Sumbawa .

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:
a. mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

sampah Rumah Tangga secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan

b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jakstrada.




Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

- Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi;
a. arah Jakstrada; dan

b. penyelenggaraan Jakstrada.

BAB III
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
{1} Jakstrada memuat :

a. arah kebijakan pengurangén dan penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan dalam
periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang;

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga; dan

b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

melalui:

a.pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

b.pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga; dan/atau ‘

Y




C. pemanfaatan kembalj Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan
sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan /atau sifat sampah;

b. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST,

¢. Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber
dan/atau dari TPS atau TPST menuju TPA;

d. Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi
dan jumlah sampah; dan

€. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah
dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan
secara aman.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b meliputi:

a.penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten;

b.penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan
anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya
manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d.pembentukan sistem informasi;

e.penguatan peran desa dan kelurahan melalui koordinasi, kolaborasi,
serta integrasi program dan kegiatan pengurangan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Dberbasis
pemberdayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing;

f. peningkatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi,
dan edukasi dengan pembentukan dan pemberdayaan Komunitas-
Komunitas Peduli Sampah {KPS);

g penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga; dan




X

h.

penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban

produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah'
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
meliputi:

(1)

a.

c.

penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan

. Pemerintah Kabupaten;
b.

penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam
penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya
manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

pembentukan sistem informasi;

- benguatan peran desa dan kelurahan melalui koordinasi, kolaborasi,

dan integrasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga berbasis pemberdayaan masyarakat di
wilayahnya masing-masing;

peningkatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi,
dan edukasi dengan pembentukan dan pemberdayaan Komunitas-
Komunitas Peduli Sampah (KPS);

penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan
pemeliharaan;

penguatan penegakan hukum; .
penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan
pemerintah daerah;

penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat
guna; dan

penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.

Peningkatan Luas wilayah cakupan pelayanan persampahan;
Pengembangan sistem zonasi dan penetapan zona prioritas
penanganan persampahan.

Pasal 8

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan




Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di
tahun 2025; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebesar 70% {tujuh puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di
tahun 2025,

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis 'Sampah Rumah ‘Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau
pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan ‘sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
mulai dari sumber sampah serta melalui kegiatan:

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan
produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

b. fasilitasi kepada KPS, dunia usaha dan lembaga lainnya dalam
mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil
produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11
(1) Pemilahan sebagaimanga dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a
dilakukan melalui memiigh sampah rumah tangga sesuai dengan jenis

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di
setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
lainnya.

Pasal 12
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3} huruf b
dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke




TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai
dengan jenis sampah.

(1)

Pasal 13

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c

dilaksanakan dengan cara:

a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab
Desa/Kelurahan melalui Komunitas Peduli Sampah (KPS) yang ada di
masing-masing desa dan kelurahan;

b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah;

c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
dan kawasan khusus, dari -sumber sampah sampai ke TPS/TPST
dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari
sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(1)

tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan,
kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 14
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d
dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan
kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 15

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil
pengolahan ke media lingkungan secara aman.

(1)
(2)

(3)

(1)

Pasal 16
Pemerintah daerah menyediakan TPS /TPST dan TPA sesuai dengan
kebutuhan,
Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan
ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan
TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
dan kawasan khusus.




(2)

3)

Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah
lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
rencana tata ruang kawasan.

Pasal 18

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diubah
menjadi TPST dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

(1)

(2)

{1

(2)

BAB IV
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19
Jakstrada Kabupaten Sumbawa ini sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten.

Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman/acuan bagi semua unsur/elemen/lembaga yang berada di
Kabupaten Sumbawa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan,
strategi, program maupun kegiatan pengurangan dan penanganan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai tugas,
fungsi dan kewenangannya masing-masing;

Bagian Kedua
Lembaga Penyelenggara

Pasal 20
Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati bertugas:
a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Jakstrada kabupaten;

b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada
kabupaten; dan

c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada
gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu} tahun.

Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana

pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



(1)

(2)

3)

(4)

(S)

(6)

Y

Pasal 21

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Layat (1) huruf b

dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan

dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga di Kabupaten Sumbawa .

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikoordinasikan oleh

Bupati.

Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampsh Sejenis

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur

dengan indikator:

a.besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sampah. _
Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
dengan indikator:

a.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

€. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber
energi; dan

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.

Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf b.

Evaluasi sebaga—imana dimaksud pada ayat {6) dikoordinasikan oleh Bupati
melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.



(8)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

(S)
(6)

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

Bagian Kelima
Lembaga Pengelola

Pasal 22
Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa lembaga formal maupun lembaga informal.
Lembaga pengelola sampah informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa Komunitas-Komunitas Peduli Sampah (KPS).
Terhadap kelompok-kelompok masyarakat pengelola sampah yang sudah
terbentuk seperti Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat (KMS)
pengelola TPS3R, dan sejenisnya agar diintegrasikan menjadi bagian/unit
dari KPS yang dibentuk pada wilayah yang sama.

Pasal 23
Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas
lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di
desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah desa/kelurahan memfasilitasi pembentukan dan peningkatan
kapasitas Komunitas-Komunitas Peduli Sampah (KPS} di wilayahnya
masing-masing.
Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagimana dimaksud pada ayat (2),
berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan /
keterampinan sumberdaya manusia pengelola beserta anggotanya dan
failitasi bantuan sarana prasarana persampahan di tingkat kelompok dan
atan tingkat desa/kelurahan.
Lembaga usaha dan lembaga-lembaga lainnya juga dapat berperan serta
dalam peningkatan kapasitas KPS sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3)
Pemerintah daerah dapat membentuk UPTD Persampahan setingkat unit
kerja pada PD untuk mengelola sampah; dan
UPTD sebagaimana ayat (5) dapat dibentuk khusus untuk mengelola
sampah di TPA dan/atau pengangkutan/pengelolaan dari sumber sampah
ke TPA;

Pasal 24

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
mempunyai tugas:

a.

)(

memnfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing
rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke
TPS/TPST.



b. melakukan proses pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga sesuai jenis dan karakteristiknya.

c. melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga dari sumber sampah ke TPS/TPST.

d. melakukan pengolahan dan pemrosesan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga menjadi bahan-bahan/barang-
barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

e. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah
tangga.

f. mengusulkan kebutuhan TPS/TPST maupun tempat pengolahan/
pemrosesan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah
rumah tangga.

Pasal 25

(1) UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana OPD
yang membidangi persampahan.

(2) UPTD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan atas:

a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;

c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban
kepada OPD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

UPTD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang
dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan UPTD
Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 28
(1) Pemerintah kabupaten/kota bersama pemerintah desa/kelurahan serta
lembaga/badan usaha dan lembaga lainnya meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(2) Peran serta masyarakat dilakukan baik secara perorangan maupun
melalui KPS yang sudah dibentuk;




(3) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyusun dan menetapkan kebijakan
dan strategi pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan paling lama 6
(enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

(4) Menyusun rencana strategis desa tentang pengurangan dan penangangan
sampah dalam siklus perencanaan jangka menengah RPJM Desa dan
rencana tahunan RKP Desa;

(5) Menganggarkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui
APB Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 29

(1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah
dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW /Lingkungan/Dusun,
Desa/Kelurahan dengan petunjuk teknis dari Dinas yang membidangi
persampahan.

(3} Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial,
perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan lembaga sejenis wajib
menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b.aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam
upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 30
(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.
(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya (KPS)
b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
dan/atau
c. pemberian insentif.
(3} Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) huruf ¢ dilaksanakan dengan cara:
a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.




BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 31

(1) Sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah dalam Jakstrada
sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

a. masyarakat Sumbawa

b. pengunjung/wisatawan

c. pelaku usaha

(2) Sosialisasi dilakukan oleh pimpinan daerah, perangkat daerah, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, dasawisma, dunia usaha
dan mitra pembangunan Sumbawa ;

(3) Sosialisasi dilakukan melalui :

a. media massa (elektronik dan cetak), media luar ruang (spanduk,
umbul-umbul, bilboard dll), media sosial, media online, dan media
khusus(stiker, poster, pengumuman di kawasan wisata).

b. kegiatan tahunan kampanye dan sosialisasi pengurangan dan
penanganan sampah skala Kabupaten.

(4) Mobilisasi dan gotong royong dalam pengurangan dan penanganan
sampah dalam Jakstrada sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf

b dan huruf ¢ ditujukan untuk:

a. aparatur sipil negara (ASN);

b. masyarakat Sumbawa ;

c. sekolah/lembaga pendidikan;

d. kelompok masyarakat

(5) Mobilisasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan
melalui :

a. kegiatan bersih-bersih lingkungan, perkantoran dan sarana publik
b. pembersihan sampah sungai dan pantai serta tempat wisata

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 32
Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa/Kelurahan dan sumber dana lainnya yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa .




Ditetapkan di Sumbawa Besar,
pada tanggal &8 gktober. 2019
BUPATI SUMBAWA,

W
* ‘7 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 8 SKICBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA ,

kil

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 46
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Rumah Tangga  dan|
Sampah Sejenis Sampah|
Rumah Tangga

Penerapan dan
pengembangan

skema investasi,
operagional, dan

Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha
melaluf:

dalam penanganan
Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
antara lain Penyidik

Pegawai Negeri Sipil,

pemeliharaan; " peningkatan penyertaan] Bumdes/ » Dinas = Bappeda
modal BUMDES dalam| Perusada Lingkungan [» Disperindag
Penanganan Sampah| Hidup * Bapenda
Rumah Tangga dan * Dinas PMD
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang
meliputi pemilahan,
pengumpulan,
pengangkutan, dan|
pemrosesan akhir.

2) Peningkatan peran| Pelaku * Dinas * Bappeda
pelaku usaha melaluj Usaha E.umwcsmmn * DPMPTSP
tanggung jawab sosial Hidup “U;Eﬂ G_wmwzwu
dan lingkungan untuk BUMN/BU
penanganan Sampah|
Rumah  Tangga  dan
Sampah Sejenis Sampah]

RumahTangga
€. penguatan 1) Peningkatan kapasitas Orang * Dinas » Balai
penegakan aparat penegak hukum Lingkungan Wmﬁammémmm dan
hukum; Hidup Diklat
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Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup,
Satuan Polisi Pamong
Praja, jaksa, polisi,
pegawai pada Dinas
Perhubungan diwilayah
provinsi dan
kabupaten/kota mulai
dari pengangkutan,
pengolahan, dan
pemrosesan akhir.

2) Pengawasan terhadap
ketaatan dalam
pelaksanaan operasional
penanganan Sampah
Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga untuk
kegiatan pengangkutan,
pengolahan, dan
pemnosesan akhir

Pelaku

Usasa/orang

10

10

10

10

10

10

10

Dinas
Lingkungan
Hidup

" Bappeda

*» DPMPTSP

* Dinas PUPR

* Dinas PRKP

» Pelaku Usaha

penguatan
keterlibatan
dunia usaha
dalam
penanganan SRT
dan SSSRT

Pengintegrasian pengurusan
izin penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah
RumahTangga ke dalam

melalui mitraan {embaga perizinan terpadu

dengan
Pemerintah Pusat
dan/ atau
Pemerintah
Kabupaten/ Kota;

satu pintu yang meliputi
kegiatan pemilahan,
lpengumpulan,
pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir di
seluruh Kabupaten /kota.

Pelalku
Usaha

Dinas * Bappeda
Lingkunga {* DPMPTSP

n Hidup |» Dinas PUPR

* Dinas PRKP

* Pelaku Usaha

penerapan
teknologi

1} Pelaksanaan diseminasi
informasi teknologi

Dokumen

p Dinas

* Bappeda
Lingkunga {* DPMPTSP

17




penanganan

SRT dan SSSRT

yang ramah
lingkungan dan
tepat guna; dan

penaganan Sampah
Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang tepat|
guna yang meliputi
pemilahan,
pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan, dan
pemrosesan akhir

n Hidup

» Dinas PUPR
s Dinas PRKP
» Pelaku Usaha

2)

Penelitian dan
Pengembangan teknologi
penaganan Sampah
Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang tepat]
guna yang meliputi
pemilahan,
pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan, dan
pemrosesan akhir

Dokumen

Dinas
Lingkunga
n Hidup

* Bappeda

» DPMPTSP

* Dinas PUPR

» Dinas PRKP

¢ Pelaku Usaha

3)

pembangunan penerapan)|
teknologi penaganan
Sampah Rumah Tangga]
dan Sampah Sejenig
Sampah Rumah Tanggsa
yang tepat guna meiputi:

aj Penangkapan dan
pemanfaatan gas
metana menjadi
sumber energy listrik
di TPA

TPA

Dinas
Lingkunga
n Hidup

* Bappeda

» DPMPTSP

* Dinas PUPR

* Dinas PRKP

* Pelaku Usaha

b) Pemanfaatan sampah

Lokasi

Dinas

* Bappeda

18
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bagi pengelola kawa,

menjadi bahan bakar Lingkunga » DPMPTSP
n Hidup * Dinas PUPR
* Dinas PRKP
. Penerapan 1} Pembentukan mekanisme| Dokumen Dinas * Bappeda
teknologi dan sistem insentif dan Lingkunga |* DPMPTSP
pemilahan, disinsentif untuk n Hidup . Um:mm PUPR
pengumpulan, penanganan Sampah » Dinas PRKP
pengolahan, dan .
pemrosesan akhir Rumah Tangga dan
yang ramah Sampah Sejenis Sampah
lingkungan Rumah Tangga yang
menjadi energy meliputi pemilahan,
terbarukan pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan, dan
pemrosesan akhir
2) Pembentukan dan Dokumen Dinas * Bappeda
penerapan sistem insentif Lingkunga * DPMPTSP
untuk penanganan n Hidup » anwm PUPR
Sampah Rumah Tangga ” Dinas PRKP
dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
berbasis masyarakat
3) Pembentukan dan| Dokumen Dinas * Bappeda
penerapan sistem rﬂm.wn:umm . ngw.w mcwvm
;. . . " Iinas
disinsentif bagi n Hidup : U_.wwm PRKP
kabupaten /kota yang s Dinas PMD
tidak melakukan .
penanganan Sampah
Rumah  Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga berbasis
masyarakat
4) Pembentukan dan; Kawasan Dinas * Bappeda
penerapan sistem insentif Lingkunga |* DPMPTSP
n Hidup * Dinas PUPR
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yang melakukan
pengelolaan Sampah|
Rumah  Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga ,,cm._,.cmﬂm_
kawasan melalui kegiatan,
pemilahan,
pengumpulan, dan|
pengangkutan

= Dinas PRKP
® Dinas PMD

5)

Pembentukan ~ dan
penerapan sistem;
disinsentif bagi pengelola|
kawasan yang tidak
melakukan pengelolaan
Sampah Rumah Tangga
dan Sampah  Sejenis
Sampah Rumah Tanggsl
berbasis kawasan melakui

kegiatan pemilahan,
pengumpulan, dan
pengangkutan.

Kawasan

- - 1 - - - - Dinas » Bappeda
Lingkunga (= DPMPTSP

n Hidup [= Dinas PUPR
s Dinas PRKP
» Dinas PMD

BUPATI SUMBAWA \\

LK e~

V M. HUSNI DJIBRIL

20




